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KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk dan
menetapkan Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat
Penata Usahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya pada
lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi
syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)
dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pesisir Selatan.
bahwa penunjukan dan penetapan PPTK dan PPK dimaksud pada

huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir
Selatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten, jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 jo
Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undeang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah,

Dipindai dengan CamScanner



Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 2007 tentang pembagian

urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten.

_ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 01 Tahun 2021
tanggal 08 Januari 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 08
Januari 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

19. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 133 Tahun 2021, tanggal 30
September 2021, tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/676/Kpts/BPT-PS/2021

Tanggal 12 November 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil

Menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2021.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Menunjuk ASN yang tersebut namanya pada lajur 2, dalam jabatan
sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan 5, pada Program, Kegiatan dab
.Subkegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 6, lampiran Surat Keputusan
ini dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga TA. 2021.
Kedua

Tuga;\s, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Menyiapkan organisasi dan kegiatan;
2. Mengendalikan dan memonitor pelaksana kegiatan;

3. Megusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA);
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